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disambutgemblm Kinerjapemerintah
meningkatkan kinerja dalam pen-
gelolaan keuangan mesti dispresiasi
positif. Meski demikian ada catatan
dari beberapa anggota DPRD Provinsi
(Depmv) Sulteng atas opini tersebut.
Salahsatunya datang dari politisi PKB,
Zainal Daud. Menurut Zainal, WTP
tidak secara otomatis menyelesalkan
nmasalah.

‘“Kita syukuri dan bangga dengan
ini. Namun saya tegaskan, WTP tidak
menyelesalkan masalah. Contoh kasus,

Y Baca WTP di hal.11
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/Gubernur Diminta Transparan
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proyek jalan Kali-Momunu
di Desa Pajeko. Proyek se-
nilai lebih Rp9 miliar, dalam
temuan BPK selesai dengan
denda dan pencairan uang
jaminan kontraktor sekira
Rp300 juta. Padahal rakyat
rugi dengan tidak selesain-
ya pekerjaan tersebut,” kata
Zainal, Rabu (29/5/2013).

Dengan tidak selesai-
nya pekerjaan jalan itu,
transportasi masyarakat

- terganggu.
“Bukan hanya itu, debu

akibat tumpukan material.

juga membuat sesak perna-
fasan masyarakat sepanjang
jalan yang tidak selesai,”
tambahnya.

Contoh lainnya lanjut
Zainal, proyek penanganan
abrasi pantai di Binontoan
Tolitoli dan SMKN I Luwuk.
“Nanti dalam pembahasan

LKPD kita akan minta BPK
mengaudit kembali dengan
tujuan tertentu,” katanya.

Senada dengan Zainal,
politisi PAN Suprapto Dg
Situru, meminta Gubernur
transparan dengan perma-
salahan aset.

“Kita semua senang dan
menyukuriopini WTP. Tap ia
ada yang kurang. Gubernur
kami harapkan bisa trans-
paran soal aset: Banyak
aset yang bermasalah dan
telah ada tindaklanjutnya.
Ini mesti dibuka ke publik
dan diumumkan, aset mana
sajayang telah kembali atau
diselesaikan permasala-
hannya,” ujarnya.

Transparansi itu sebagai
bentuk akuntabilitas dan
pertanggungjawaban pada
rakyat Sulteng. “Transparan
penting, untuk menegaskan

pada masyarakat, bahwa ini
bukan sekadar klaim. Tapi
benar-benar telah selesai,”
imbuhnya. *

Wakil Ketua Deprov Henry
Kawulur menyatakan akan
membentuk panitia khusus
untuk menanggapi bebe- .
rapa catatan dari BPK atas
hasil pemeriksaan laporan
keuangan pemerintah, mes-
kipun BPK memberikan
penilaian WTP atas laporan
keuangan tersebut.

Panitia khusus tersebut
dimaksudkan agar Deprov
dapat mengeluarkan re-
komendasi ke eksekutif
sehingga WTP laporan keu- .
angan tahun depan lebih
berkualitas.

"Dengan rekomendasi
itu nantinya kami berharap
WTP ke depan tanpa catatan
lagi," kata Henry. TMu




